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ABSTRAK :

Perda ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan sebagai pedoman
Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Desa.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914), Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 95
Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7032), Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6623), Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020



CATATAN :

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222), Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16
Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).

Perda ini mengatur beberapa aspek yaitu: Ketentuan Umum,
Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,
Pengesahan dan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa,
Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Aparatur Sipil Negara
Sebagai Calon Kepala Desa, Masa Jabatan Kepala Desa,
Pemberhentian Kepala Desa, Musyawarah Desa, Penyelesaian
Perselisihan Pemilihan Kepala Desa, Pembiayaan, Pelaporan,
Ketentuan Lain-Lain, Sanksi Administratif, Ketentuan
Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Perda ini ditetapkan pada tanggal 24 November 2025 di
Baturaja menetapkan kerangka legal dan operasional dalam
rangka Pemilihan Kepala Desa, dengan berlandaskan sejumlah
undang-undang dan peraturan pelaksana.



